KEKUATAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS
EKSTERNAL DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

SKRIPSI

Oleh
MOHAMMAD YUSUF ALIFIAN
NIM. 05020420040

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya

2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Yusuf Alifian

NIM : 05020420040

Fakultas/Prodi :  Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara

Judul : Kekuatan Hukum Rekomendasi Ombudsman

Republik Indonesia Sebagai Lembaga Pengawas
Eksternal Dalam Perspektif Figh Siydsah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya
sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 April 2024
Saya yang menyatakan,

Mohammad Yusuf Alifian
NIM. 05020420040



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:
Nama * Mohammad Yusuf Alifian
NIM. 1 05020420040
Judul : Kekuatan Hukum Rekomendasi Ombudsman Republik
Indonesia Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Dalam
Perspektif Figh Sivasah

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munagqasah.

Surgbaya, 27 April 2024




PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:
Nama : Mohammad Yusuf Alifian
NIM. : 05020420040

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2024, dan dapat
diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata
satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I1

Dr. Ac Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji IV

izky Abrian, M.Hum.
NIP. 198311132015031001 “NIP. 199110052020121017

Surabaya, 03 Juni 2024

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum

.~‘_ SRS «;_)L'Y.Lﬁ afa'ah, M.Ag.
1 0b4271999032001



[ =\ KEMENTERIAN AGAMA
\(,‘,n} UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
B PERPUSTAKAAN

JI. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

N SUNAN 4 3 .
g"u . .}A‘M’}' E}\' E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

RAB

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOHAMMAD YUSUF ALIFIAN

NIM £ 05020420040
Fakultas/Jurusan  : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
E-mail address  : alifianmyusuf@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

[ Seksipsi [ Tesis [ Desertasi B Tt )i (s v cnnsnonsosensonsnossstsssned )
yang becjudul :

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya  dalam  bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya di Intemet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan
akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pemyataan ini yang saya buat dengan sebenamya.

Surabaya, 24 Juni 2024

)

Mohammad Yusuf Alifian

vi



ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Kekuatan Hukum Rekomendasi Ombudsman Republik
Indonesia Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Dalam Perspektif Figh Siyasah”,
dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan Masyarakat terhadap birokrasi pelayanan publik
serta Ketidakpatuhan dan pengabaian Lembaga Negara terhadap produk-produk hukum
Ombudsman. Oleh karena itu Penelitian ini akan berfokus membahas mengenai kekuatan
hukum rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia serta
perspektif Figh Siyasah terhadap rekomendasi tersebut dalam rangka meningkatkan
kualitas pengawasan pelayanan publik.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif yang dilakukan melalui
pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual
approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah literature review (studi
literatur), yang melibatkan analisis dan penelusuran secara rinci terhadap sumber-sumber
informasi yang sudah ada dalam bentuk tulisan yang relevan dengan topik penelitian.
Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode deduktif dengan
mengimplementasikan sesuatu yang umum dan selanjutnya akan dikaitkan dengan aspek-
aspek sesuatu yang khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh
ombudsman Republik Indonesia dikatagorikan kedalam bentuk pengawasan eksternal
yang bersifat preventif dan represif. Selain itu kekuatan hukum dari sebuah Rekomendasi
Ombudsman Republik Indonesia yang bersifat imperative, tidak diperkuat dengan
memberikan kewenangan yang cukup besar untuk menindak tegas para Terlapor atau
atasan terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi yang telah diberikan oleh
Ombudsman Republik Indonesia.

Hal ini kemudian mengakibatkan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh
Ombudsman sering kali diabaikan oleh penyelenggara negara. Sebagai respons terhadap
situasi tersebut, Penulis menyarankan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada
Ombudsman Republik Indonesia, tidak hanya sebatas memberikan rekomendasi, tetapi
juga melibatkan pemberian sanksi yang tegas sebagai bentuk penegakan hukum terhadap
penyelenggara pelayanan publik yang terlibat dalam maladministrasi.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peristiwa Reformasi pada tahun 1998 dianggap sebagai titik balik dalam sejarah
politik dan sosial Indonesia karena membawa perubahan yang signifikan dalam sistem
pemerintahan, hukum, ekonomi, dan masyarakat secara keseluruhan. Bukan hanya itu
saja reformasi juga menjadi momen untuk memperkuat dan mempertegas bahwa
Indonesia adalah negara hukum. Reformasi tersebut menguatkan supremasi hukum
sebagai fondasi utama dalam menjalankan negara dan kehidupan Masyarakat. Mengenai
konsep negara hukum yang dianut oleh Negara Indonesia cenderung mengarah pada
konsep negara kesejahteraan atau welfarestate. Dimana negara memiliki tanggung jawab
untuk mewujudkan kesejahteraan umum, ini berarti negara memiliki kewajiban untuk
aktif terlibat dalam kehidupan Masyarakat sebagai Langkah untuk kesejahteraan rakyat.

Konsep welfarestate dapat kita temukan dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonsia 1945 alinea IV yang berbunyi: “Negara melindungi
bangsa dan seluruh tumpah. darah “Indonesia, memajukan: keSejahteraan umum.
Mencerdaskan bangsa kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
berdasarkan kemerdekaan, perdamaina abadi dan keadilan sosial.”

Untuk mencapai tujuan “kesejahteraan umum” negara menggunakan beragam
Langkah agar kesejahteraan dalam negara itu terwujud, salah satunya dengan pemberian
pelayanan kepada Masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam penjelasan umum undang-
undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwasannya negara memiliki
kewajiban untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui system pemerintahan

yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam
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